BAB VI
PENUTUP
6.1 Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian analisis rasio keuangan dari indikator
kinerja keuangan yang ada pada Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor

Per-36/PB/2016 dapat disimpulkan kinerja keuangan Rumah Sakit Umum

Daerah dr. Hendrikus Fernandez adalah sebagai berikut:

1. Pada tahun 2019 dan 2020 kinerja keuangan RSUD dr. Hendrikus
Fernandez Larantuka berada pada kriteria B (sedang) terletak pada 35
< TS <45 dengan perolehan skor 66%.

2. Pada tahun 2021 kinerja keuangan RSUD dr. Hendrikus Feranadez
Larantuka berada pada kriteria B (sedang) terletak pada 35 < Total
Skor < 45 dengan perolehan skor 32%.

3. Kinerja keuangan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Hendrikus
Fernandez Larantuka kriteria B (sedang) pada tahun 2019-2021 jadi
kinerja tersebut cukup mampu dalam mempertahankan Kinerja
keuannganya. Rumah sakit harus lebih meningkatkan kewajiban
jangka pendeknya pada bagian periode Penagihan piutang dan rasio
kas.

6.2  Saran
Berkaitan dengan hasil analisis dan kesimpulan yang telah di
uraikan, maka adapun saran yang dapat penulis berikan sehubungan

dengan penelitian ini adalah sebagai berikut

85



1. Bagi Rumah Sakit Umum Daerah dr. Hendrikus Fernandez Larantuka.
Diharapkan pihak rumah sakit meningkatkan kinerja keuangan rumah
sakit dan meningkatkan pengelolaan keuangan terutama pada periode
penagihan piutang dan rasio kas agar dapat melaksanakan kegiatan
pengelolaan secara maksimal, baik untuk pengadaan, pemeliharaan
sarana dan prasarana, serta untuk aktivitas rumah sakit lainnya.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya
Bagi peneliti selanjutnya yang bermaksud melakukan penelitian di
bidang kinerja keuangan pada suatu perusahaan, diharapkan untuk
melakukan penelitian lebih lanjut dan mendalam terkait dengan
analisis laporan keuangan sebagai dasar dalam menilai Kinerja
keuangan dengan metode penelitian yang sama dan rumah sakit yang

berbeda guna keberlakuan temuan ini secara lebih luas.
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